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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Penyediaan rumah aman pada Dinas

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota

Bengkulu ini masih terbatas pada fungsi koordinasi dan

rujukan ke lembaga mitra, belum sampai pada penyediaan

fasilitas permanen. Dengan demikian, implementasi Perda

No. 05 Tahun 2014 masih belum terimplementasi. Diperlukan

langkah strategis berupa penguatan regulasi teknis,

penganggaran berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM,

dan pembangunan rumah aman berbasis kemitraan agar hak-

hak anak korban kekerasan dapat terlindungi secara nyata.

2. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Praktik Kebjakan Fasilitasi

Rumah Aman di Kota Bengkulu dari segi kepentingannya

termasuk kedalam maslahah hajjiyyat karena kebijakan

fasilitas rumah aman ini merupakan fasilitas pendukung

sebagai penyempurna dari upaya penyelenggaraan

perlindungan hukum terhadap korban kekerasan berbasis

gender dan anak. Jika dilihat dari segi keberadaannya

termasuk dalam maslahah mursalah karena program

kebijakan fasilitasi rumah aman ini tidak dilarang oleh syara’

dan juga tidak ada dalil yang mengaturnya, namun program

tersebut diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan

bagi umat, khususnya bagi korban kekerasan di Kota
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Bengkulu. Dari segi perubahannya termasuk kedalam

maslahah mutagayyirah karena praktik kebijakannya dapat

berubah sesuai kondisi yang ada. Dalam kaidah (tasarruf al-

imam ‘ala al-ra’iyyah manutun bi al-maslahah) Allah SWT

mengajarkan bahwa seorang pemimpin dalam membuat

suatu kebijakan harus berdasarkan kepentingan umat bukan

untuk kepentingan pribadi atau suatu golongan.

B. Saran

1. Bagi Pemerintah Kota Bengkulu

Pemerintah Kota Bengkulu diharapkan lebih serius dalam

mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun

2014 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan, khususnya terkait penyediaan rumah aman.

Diperlukan pengalokasian anggaran yang memadai,

penguatan kelembagaan, serta penyusunan mekanisme

pelayanan terpadu agar keberadaan rumah aman tidak hanya

simbolis, tetapi benar-benar fungsional dalam melindungi

dan memulihkan korban.

2. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,

Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kota

Bengkulu

Dinas terkait perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor,

baik dengan aparat penegak hukum, tenaga medis, psikolog,

maupun lembaga sosial, agar layanan di rumah aman lebih

komprehensif. Selain itu, perlu disiapkan sumber daya
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manusia yang profesional dan berperspektif korban sehingga

dapat memberikan pelayanan yang ramah anak dan

berkeadilan gender.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat Kota Bengkulu perlu meningkatkan kesadaran

hukum dan kepedulian sosial terhadap kasus kekerasan

terhadap anak. Stigma dan diskriminasi terhadap korban

harus dihilangkan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam

melaporkan kasus kekerasan dan mendukung keberadaan

rumah aman sangat dibutuhkan agar perlindungan berjalan

optimal.

4. Bagi Akademisi dan Peneliti

Penelitian lanjutan mengenai efektivitas rumah aman dan

implementasi perda perlu terus dilakukan. Kajian dari

perspektif fiqh siyasah dapat dikembangkan lebih jauh,

misalnya dengan mengaitkan konsep maslahah

(kemaslahatan) dan siyasah dusturiyyah (kebijakan publik)

dalam konteks perlindungan anak korban kekerasan,

sehingga dapat memperkaya wacana akademik sekaligus

memberi masukan praktis bagi pembuat kebijakan.
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